
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa : 

1. Proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur lebih efektif dan 

lebih baik,  khususnya dalam hal permohonan naturalisasi atau 

pewarganegaraan jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur 

sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari : 

a. Persyaratan yang lebih sederhana dari sebelumnya; 

b. Adanya kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian naturalisasi; 

c. Biaya yang lebih terjangkau;  

d. Prosedur lebih sederhana dari sebelumnya; dan 

e. Birokrasi yang lebih singkat. 

2. Belum ditemukan kendala-kendala yang terjadi oleh Kantor Wilayah 

Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY serta Kantor 

Imigrasi Kelas I Yogyakarta, karena belum ada yang mengajukan 

permohonan naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

 

 



3. Walaupun belum ada yang mengajukan permohonan naturalisasi setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, akan tetapi Kantor 

Wilayah Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY serta 

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta berupaya untuk memberikan pelayanan 

terbaiknya terhadap para pemohon naturalisasi atau pewarganegaraan pada 

nantinya. 

 

B. SARAN 

1. Perlu adanya kerjasama antara instansi-instansi yang terkait, sehingga 

pelaksanaan proses naturalisasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

2. Perlu dibentuk Tim Pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses 

naturalisasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kepentingan para 

pemohon naturalisasi lebih terjamin dalam hal pelaksanaan proses naturalisasi 

tersebut 

3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga masyarakat pada umumnya 

lebih mengenal dan mengerti tentang keberadaan Undang-Undang 

Kewarganegaraan yang baru ini.   
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